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ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pelaksanaan dan efektifitas program 

pemutihan di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat serta untuk mengetahui dampak 

diadakannya program pemutihan ini bagi wajib pajak dan pemerintah. Jenis 

Penelitian ini merupakan suatu studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sebagai metode untuk 

mengakuisisi informasi, dengan dukungan dari observasi dan dokumentasi.  

Hasil temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa implementasi dari program 

penghapusan denda di BAPENDA Sumatera Barat berjalan tanpa hambatan. 

Tambahan pula, efektivitas program penghapusan denda untuk Pajak Kendaraan 

Bermotor dalam meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor di 

BAPENDA Sumatera Barat telah terbukti berhasil. Berdasarkan lima aspek 

efektivitas, program ini memiliki indikator efisiensi yang dicapai dengan 

meningkatnya penerimaan pajak dari kendaraan bermotor, terutama dengan 

berhasilnya mencapai target bagi masyarakat yang sebelumnya telat membayar pajak 

kendaraan bermotornya. Dengan tercapainya target ini, maka dapat dikatakan bahwa 

aspek kecukupan juga berhasil terwujud. Selanjutnya, indikator pemerataan juga 

berhasil terpenuhi melalui manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan pemerintah 

dari program ini. Respons terhadap program pemutihan ini juga positif, baik dari 

pemerintah maupun masyarakat, mengindikasikan aspek respontivitas yang baik. 

Aspek ketepatan tujuan program ini juga sudah tercapai, terlihat dari peningkatan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dampak positif dari program 

pemutihan ini juga dapat dirasakan oleh pemerintah serta wajib pajak secara 

keseluruhan. 

 

Kata Kunci : efektivitas, pemutihan, PKB, kepatuhan wajib pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan maju, telah 

melakukan berbagai upaya dalam segala sektor untuk menciptakan masyarakat 

yang hidup sejahtera. Dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional 

tentunya merupakan tugas yang kompleks, mengingat perbedaan kondisi 

geografis, jumlah penduduk, tradisi budaya, dan potensi sumber daya yang ada 

di setiap wilayah di Indonesia. Mengelola urusan pemerintahan di tingkat 

daerah juga menjadi tantangan tersendiri, dengan tujuan utama mencapai 

kemandirian daerah melalui penerapan prinsip otonomi daerah. 

Pendapatan asli daerah adalah uang yang diperoleh oleh pemerintah 

daerah dari pengenaan biaya kepada individu atau perusahaan, baik yang 

berasal dari sektor swasta maupun pemerintah. Pendapatan ini diperoleh 

melalui penagihan layanan yang telah diatur oleh peraturan tertentu. Daerah 

memiliki wewenang untuk mengenakan biaya berupa pajak atas penerimaan 

kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah menurut hukum yang 

berlaku (Harahap, 2019). 

Peningkatan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus 

dilakukan karena menjadi salah satu parameter yang digunakan oleh 

pemerintah untuk mengevaluasi sejauh mana daerah mampu mencapai 

kemandirian ekonominya. Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah yang 

merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Pada setiap daerah harus 

efektif dan efisien dalam pengelolaan dana hal ini bertujuan agar setiap daerah 
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mencapai sasaran yang telah ditargetkan sehingga terealisasi sesuai dengan 

yang ditargetkan. Pemerintah pada setiap daerah Menjalankan tugas dan 

tanggung jawab dengan benar mengharuskan kemampuan untuk 

mengidentifikasi potensi sumber daya yang tersedia. Di tingkat pemerintah 

daerah, diharapkan kemampuan untuk menggali berbagai sumber pendapatan, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dan program 

pembangunan di wilayah tersebut melalui (PAD) (Parta, 2022). 

Berbagai pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah 

mengisyaratkan adanya kewajiban bagi masyarakat sebagai bentuk kepatuhan 

dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. 

Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pajak untuk kendaraan 

bermotor. 

Dewasa ini Setiap tahun, jumlah kendaraan bermotor terus mengalami 

peningkatan. Menjadi peluang pemerintah dalam meningkatkan pemungutan 

pajak kepada pemilik kendaraan bermotor. Namun perkembangan tersebut 

berbanding terbalik dengan target yang diharapkan, Penyebabnya adalah 

karena masih ada beberapa pemilik kendaraan bermotor yang belum melunasi 

pembayaran pajaknya, sehingga pemerintah tidak dapat mencapai penerimaan 

maksimal dari sektor ini. 
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                                           Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Unit Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat 

 

 Target dan Realisasi 

Tahun 

2020 2021 2022 

Kendaraan bermotor yang ditargetkan 357.640 282.658 279.263 

Kendaraan bermotor yang terealisasi 292.704 288.129  296.233 

Sumber : BAPENDA Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang tercatat 

dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dapat melampaui jumlah 

unit kendaraan yang ditargetkan. Pada tahun 2021 jumlah unit kendaraan 

bermotor yang membayar pajak melampaui angka yang ditargetkan akan 

tetapi angka yang terealisasikan ini lebih rendah dibandingkan angka yang 

terealisasi tahun 2020 dan pada tahun 2022 terdapat pengurangan target 

kendaraan bermotor. Hasilnya jumlah unit kendaraan bermotor yang 

terealisasikan dapat melampaui target yang ditetapkan 

Rendahnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak pada dua tahun 

terakhir ini juga dipengaruhi wabah pandemi COVID-19 di Indonesia yang 

dimulai pada Maret 2020 yang telah membawa dampak signifikan bagi negara 

ini dan di Sumatera Barat yang dimulai pada 26 Maret 2020. Masalah 

kepatuhan pembayaran PKB yang menurun setiap tahunnya ditambah 

pandemi covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan 

masyarakat menjadi salah satu faktor wajib pajak memilih untuk mengabaikan 

kewajiban pajaknya (Gunawan, 2022). 
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Isu yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak 

menjadi sangat penting karena tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dalam 

membayar pajak dapat menghasilkan usaha untuk menghindari dan 

menyembunyikan pajak yang pada akhirnya ini akan menyebabkan 

pengurangan pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Menurut 

Susmita (2016), Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh individu yang memiliki kewajiban perpajakan untuk mematuhi semua 

aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku, serta memanfaatkan hak-hak 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. 

Pemerintah berusaha dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah 

tersebut. ketidakpatuhan di sektor pajak, yaitu dengan melakukan 

penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Penghapusan sanksi 

administratif pada pajak kendaraan bermotor merujuk pada proses 

menghilangkan atau mengurangi denda yang timbul akibat keterlambatan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor (Setiawan, 2017).  

Istilah penghapusan pajak ini dikenal dengan pemutihan pajak 

kendaraan bermotor. Program pemutihan ini dimaksudkan untuk 

menghapuskan denda keterlambatan pembayaran pajak  khususnya pajak 

kendaraan bermotor. Upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu program dapat 

dilakukan dengan menggunakan konsep efektivitas yang menekankan pada 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak faktor untuk 

melihat efektifnya pelaksanaan program antara lain efisiensi, kecukupan, 

kesamaan atau perataan, responsivitas dan ketepatan (Martadani, 2019). Jika 
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berbicara tentang program pemutihan pajak untuk kendaraan bermotor maka 

perlu diperhatikan apakah program tersebut memang ada dan berlaku. di 

kantor BAPENDA Provinsi Sumatera Barat sudah efektif  dilaksanakan dalam 

upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulya (2022) 

mengungkapkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak di kantor Samsat Natal 

sudah efektif dilaksanakan. Namun dari pihak wajib pajak masih terdapat 

kendala waktu karena kesibukkan dan kendala ekonomi. Penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Wardhani (2022) menjelaskan bahwa  kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2021 meningkat setelah 

pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak, keringanan bea balik nama, dan 

sosialisasi kepatuhan para pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak 

di wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan 

ini terjadi setelah pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan 

untuk mendorong pemilik kendaraan agar patuh dalam membayar pajak. 

Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pemutihan pajak, pemberian 

keringanan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan. 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi PAD salah satunya Pajak daerah 

yang mana didalamnya termasuk pajak kendaraan bermotor. Rendahnya 

tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak tentu sangat mempengaruhi 

PAD. Oleh karena itu pemerintah mengadakan program pemutihan pajak yang 

dilaksanakan setiap tahunnya yang diharapkan dapat meningkatkan PKB. 
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Maka dari itu fokus pada penelitian ini untuk melihat secara khusus seberapa 

efektif program pemutihan ini dilaksanakan. 

Penelitian ini merujuk kepada penelitian Ulya (2022). Namun terdapat 

perbedaan waktu penelitian untuk melihat seberapa efektif program pemutihan 

pada saat covid-19 dan setelah covid-19 di Sumatera Barat. Oleh karena itu 

penelitian ini berjudul “Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2020-2022” 

1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, permasalahan yang 

dihadapi dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

pada BAPENDA Provinsi Sumatera Barat? 

2. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sudah efektif dilaksanakan? 

3. Apakah dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap 

wajib pajak dan BAPENDA Provinsi Sumatera Barat? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, 

tujuan utama dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor di BAPENDA Provinsi Sumatera Barat. 
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2. Untuk mengetahui program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sudah efektif dilaksanakan. 

3. Untuk mengetahui dampak pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap 

wajib pajak dan BAPENDA Provinsi Sumatera Barat. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Maksud dari tujuan tersebut adalah agar penelitian ini memiliki manfaat 

untuk : 

1. Bagi Penulis 

 Sebagai sumber informasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan meluaskan cara berpikir mengenai program penghapusan 

kewajiban pajak pada kendaraan bermotor dengan tujuan mendorong 

masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. 

2. Bagi Akademik  

 Penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber tambahan untuk merujuk 

informasi tentang pengurangan pajak, serta sebagai titik pembanding untuk 

penelitian sebelumnya dan studi yang akan datang. 

3. Bagi Lembaga 

 Hasil penelitian ini dapat berperan sebagai informasi yang digunakan 

untuk memberikan masukan, melakukan evaluasi, dan menjadi 

pertimbangan dalam merancang kebijakan atau program di Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat.. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Landasan Teori 

3.1.1 Konsep Pajak  

1. Pengertian Pajak 

 Pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat 

dipaksakan atau diwajibkan tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung 

dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pengeluaran publik 

merupakan definisi pajak secara umum. Sementara itu konsep perpajakan menurut 

Seomitro (2011:1) adalah sebagai berikut: Pajak adalah pembayaran orang pribadi 

ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (yang dapat 

diberlakukan) tanpa memperoleh kontraprestasi yang dapat segera ditunjukkan 

dan digunakan untuk mendanai pemerintahan publik. 

 Menurut Sommerfeld et.al (2013:2) Perpajakan adalah transfer sumber daya 

dari sektor swasta ke sektor publik yang harus dilakukan sesuai dengan norma 

yang ditetapkan, tanpa imbalan langsung dan proposional, agar pemerintah dapat 

memenuhi tugas administrasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat 

timbal balik secara langsung untuk keperluan negara sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  
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 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

pungutan wajib dari orang pribadi atau badan ke kas negara yang bersifat 

memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang. 

Menurut Resmi (2019:2) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu: 

a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaanya. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukanya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 

public investment. 

 

2. Fungsi Pajak  

 Salah satu sarana pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan 

penduduknya yaitu melalui pajak. Pajak memastikan bahwa manfaat 

kesejahteraan tidak hanya didistribusikan kepada segelintir orang terpilih, tetapi 

juga mengalir ke lapisan masyarakat yang paling rendah (trickle down). 

 Berikut ini merupakan dua fungsi dari pajak menurut Resmi (2019:3), yaitu: 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair , artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.. upaya 

tersebut ditempuh dengan cara ektensifikasi dan intensifikasi pemungutan 

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak 

penghasilan (PPh), Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 

sebagainya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 
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3. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk 

menghitung besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada 

negara. 

Menurut Mardiasmo (2018:7) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu: 

a. Official Assessment System 

 Pemerintah (fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan besaran 

pajak terhutang oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan ini. 

Ciri-cirinya : 

1. Pasif merupakan sifat wajib pajak 

2. Ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak, maka utang pajak 

akan timbul. 

3. Jumlah pajak terhutang ditentukan oleh fiskus 

 

b. Self Assessment System 

 Wajib pajak diberikan wewenang dalam mengatur jumlah pajak yang 

harus dikeluarkan dalam sistem pemungutan pajak ini. 

Ciri-cirinya : 

1. Setiap wajib pajak diberikan wewenang untuk mengatur jumlah pajak 

terhutangnya sendiri. 

2. Menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus 

dikeluarkan merupakan kegiatan aktif yang harus dilakukan oleh 

wajib pajak. 

3. Pemerintah atau fiskus bertugas untuk mengawasi dan tidak boleh ikut 

campur. 

 

c. With Holding System 

 Pihak ketiga (orang atau lembaga yang bukan merupakan wajib pajak 

atau fiskus) diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang 

harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak 

ini.Pihak ketiga atau pihak lain yang bukan wajib pajak atau fiskus yang 

menentukan besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib paak adalah 

ciri utama dari with holding system.  

 

4. Pengelompokan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut 

sifat dan menurut lembaga pemungutnya. 
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a. Menurut Golongannya  

1) Pajak langsung adalah wajib pajak harus menanggung beban atau 

bertanggung jawab sendiri atas beban pajak yang dilimpahkan 

kepadanya. Contoh: Pajak Penghasilan  

2) Pajak tidak langsung adalah, wajib pajak dapat melimpahkan atau 

meminta bantuan orang lain untuk menanggung beban pajak yang 

harus ia bayarkan. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut Sifatnya  

1) Pajak Subyektif, yaitu perpajakan yang berasal dari atau berdasarkan 

suatu pokok, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: 

Pajak Penghasilan.  

2) Pajak objektif yaitu sistem pajak yang tidak memperhatikan keadaan 

diri wajib pajak dan hanya berpacu pada objek yang ia miliki. Pajak 

penjualan barang mewah atau pajak penambahan nilai adalah contoh 

dari pajak jenis ini. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya  

1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk 

mendanai rumah tangga negara. Pajak pusat meliputi bea materai, 

pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak barang 

mewah. 

2) Pajak yang diguakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan 

dikutip oleh pemerintah daerah disebut sebagai pajak daerah. Ada dua 

jenis, yaitu:  

a) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

pajak hiburan.  

b)  Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan. 

 

5. Hambatan Pemungutan Pajak  

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa hambatan yang terjadi, berikut 

dua jenis hambatan yang mungkin terjadi menurut Mardiasmo (2011:10) yaitu: 

a. Perlawanan pasif  

Perkembangan moral dan intektual masyarakat, sistem perpajakan yang 

sudah dimengerti oleh masyarakat, sistem kontrol yang kurang baik adalah 

penyebab pasif masyarakat tidak mau membayar pajak. 

 

b. Perlawanan aktif  

Semua perubuatan atau usaha untuk menghindari pajak yang ditujukkan 

langsung kepada fiskus. Bentuknya antara lain:  

1) Tidak melanggar undang-undang sebagai upaya meringankan beban pajak 

yang disebut sebagai tax avoidance.  
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2) Melanggar undang-undang dengan tujuan meringankan beban pajak disebut 

sebagai tax evasion. 

6. Sanksi Perpajakan  

Sanksi pajak merupakan sanksi yang diberikan sebagai jaminan bahwa 

peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan akan senantiasa dipatuhi 

oleh para wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang melanggar aturan 

perpajakan akan menghadapi sanksi perpajakan.  

Menurut Purwono (2010:68) sanksi diklasifikasikan menjadi dua kategori 

dalam perpajakan yaitu: 

1. Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian terhadap negara 

yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak 

terhutang. Sanksi administrasi  ditekankan kepada pelanggaran-

pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak 

pidana perpajakan. 

2. Sanksi Pidana, merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma 

perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena 

adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung 

unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak 

pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan 

atau kelalaian/pengabaian. 

Dengan demikian, sanksi perpajakan merupakan sesuatu yang negatif dapat 

berupa denda dan akan diberikan ketika seorang wajib pajak yang melanggar 

peraturan pajak yang sedang berlaku baik itu disengaja maupun tidak disengaja. 

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah 

yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan daerah unuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan masyarakat. 
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1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan  bermotor. Yang menjadi objek pajak kendaraan 

bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.  

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang membiayai 

pembangunan daerah provinsi. Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah 

pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Siahaan, 

2013).Dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas 

kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan. 

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 besaran tarif pajak 

kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing jenis 

pajak daerah. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi yaitu 

2,75% dengan perincian : 

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi 

kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. 

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi 

kepemilikan kedua 2%, ketiga 2,25%, keempat 2,5% dan kelima 2,75% 

dikali PKB. 

- Tarif Pajak Kendaraa Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan 

umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial 

dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan 

lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 0,5% 

dikali dasar pengenaan PKB. 

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat 

dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. 
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3. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

Berikut ini objek dan subjek pajak kendaraan bermotor sesuai dengan dasar 

hukum atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Perpajakan Daerah 

dan Restribusi Daerah pasal 2 dan 3. 

a) Objek Pajak : 

1) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan 

sebagai alat angkutan orang dan/atau barang jalan umum. 

2) Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh : 

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dam perwakilan 

lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana 

berlaku pajak negara. 

c. Objek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 

 

b) Subjek Pajak : 

1) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

2) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki kendaraan bermotor. 

3) Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 

pengurus atau kuasa badan tersebut. 

 

4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 5 Tentang Pajak 

Daerah dan Restribusi Daerah, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah 

hasil perkalian dua unsur pokok yaitu : 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan 

secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat 

penggunaan kendaraan. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar 

jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar 

pengenaan PKB adalah NJKB, NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran 
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umum atau suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan 

sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut : 

- Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang 

sama. 

- Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi. 

- Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama. 

- Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan dengan tahun pembuatan 

kendaraan bermotor yang sama. 

- Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan. 

- Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis. 

- Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor 

barang. 

2.1.3 Pemutihan Pajak 

Pemutihan pajak adalah kebijakan pemerintah untuk menghilangkan denda 

bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor (Wardhani, 

2022). Selain pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemerintah sebelumnya juga 

pernah menerapkan pemutihan pajak lainnya seperti sunset policy dan  tax 

amnesty. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan Pasal 37a Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan 

sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang hanya berlaku pada tahun 

2008. Kebijakan ini memberi kesempatan pada masyarakat untuk memulai 

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Sunset policy sudah berakhir 
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sejak tanggal 28 Februari 2009. Dengan respon masyarakat yang cukup besar, 

pada tahun 2015 tepatnya di bulan Mei pemerintah mengadakan sunset Policy  

jilid II dan telah berakhir pada 16 April 2017. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan 

Pajak, Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. Pelaksanaan program Tax Amnesty ini berlangsung 

selama 10 bulan mulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak di seluruh 

Indonesia. 

Dari kedua program tersebut sunset policy memiliki kekuatan yang jauh 

lebih besar untuk meningkatkan pemungutan dan kepatuhan pajak daripada tax 

amnesty. Namun baik sunset policy maupun tax amnesty telah berhasil 

meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dalam waktu yang relatif singkat 

sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak 

meningkat, khususnya dalam penyampaian SPT tahunan (Kesuma, 2021). 

Pajak yang terlambat dibayarkan akan menimbulkan denda bagi wajib 

pajak, dalam pemutihan pajak kendaraan biasanya denda atau sanksi pajak 

dihapuskan oleh pemerintah melalui peraturan gubernur untuk mengoptimalkan 

pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak. Pemutihan denda pajak kendaraan 

bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mendorong minat masyarakat yang sudah lama tidak membayar pajak untuk 

membayar pajak kendaraannya. Dengan adanya program pemutihan ini 

masyarakat hanya membayar pokok pajaknya saja (Gustaviana, 2020).  
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Kebijakan pemutihan pajak ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-

masing untuk memudahkan wajib pajak agar tidak mengalami kendala dalam 

melakukan pembayaran pajak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga turut 

mengadakan program keringanan sanksi administratif atau dikenal dengan 

pemutihan pajak yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

Strategi pemutihan pajak ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait 

program pemutihan pajak dengan menggunakan media komunikasi, antara lain 

media cetak seperti koran dan media sosial. 

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pemutihan pajak kendaraan oleh 

pemerintah merupakan upaya untuk memulihkan ketertiban bagi wajib pajak yang 

tertinggal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk jangka waktu yang 

lama. Kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang 

bertanggung jawab. 

2.1.4  Kepatuhan Wajib Pajak  

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak  

Keadaan perpajakan yang memaksa wajib pajak untuk terlibat aktif dalam 

penyelenggaraan pajaknya menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, 

misalnya dalam hal komitmen perpajakan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan 

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003).   

Menurut Harinurdin (2009) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai 

kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan 

penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan 
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pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal 

dan kepatuhan material.  

Sementara itu menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak dapat 

didefinisikan dari keputusan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 

untuk menyetorkan SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 

terhutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai bentuk 

tanggung jawab wajib pajak dalam membayar, melaporkan pajak dengan tepat dan 

segera. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan patuh dan sadar akan 

kewajiban perpajakannya. 

2. Jenis-Jenis Kepatuhan  

Menurut Nurmantu (2003) terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan yaitu : 

a. Kepatuhan formal 

Keadaan di mana wajib pajak secara formal mematuhi ketentuan formal 

undang-undang perpajakan. 

Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi : 

a) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu 

b) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah 

c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bagunan 

 

b. Kepatuhan material 

Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang 

mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai dengan ketentuan 

dan menyampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu 

berakhir. 

Dalam hal ini kepatuhan material meliputi : 

a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila 

petugas membutuhkan informasi. 

b) Wajib pajak bersikap koorperatif pada petugas pajak dalam 

pelaksanaan proses administrasi perpajakan. 
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3. Kriteria Wajib Pajak yang Patuh 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 

kriteria wajib pajak yang patuh adalah :  

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua 

tahun terakhir. 

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang 

paling banyak 5%. 

5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit 

oleh akuntan publik dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi 

laba rugi fiskal. 

 

4. Faktor – Faktor yang Menentukan Kepatuhan 

Menurut Nurmantu (2003), ada beberapa faktor yang menentukan tinggi 

rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain : 

1. Kejelasan  

Semakin jelas Undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, 

makin mudah bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakkannya. Semakin berbelit aturan pelaksannan perpajakan, apagi jika 

terdapat ketidakpastian dan ketidaksinambungan peraturan, maka makin 

sulit Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakkannya.  

2. Biaya Kepatuhan 

Untuk mewujudkan pemasukkan pajak ke dalam kas negara, maka 

dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai Tax 

Operating Cost, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah 

untuk memungut pajak yang disebut Administrative Cost dan biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya yang disebut Compliance Cost atau biaya kepatuhan. Biaya 

kepatuhan terdiri dari Fee untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya 

transport ke kantor pajak/bank/kas negara, biaya Fotocopy sebagai biaya 

fisik, dan biaya psikis berupa, stres, keingintahuan dan kekhawatiran. Makin 

rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar Fotocopy lebih 

dari satu kali oleh petugas kantor pajak dibawah satu atap merupakan 

contoh dari biaya yang tidak perlu. 
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2.1.5 Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

  Suatu program dikatakan tercapai dengan tepat atau tidak dapat 

ditunjukkan dengan seberapa efektif hasil pencapaian program tersebut. 

Efektivitas dapat menunjukkan pencapaian suatu program yang telah 

direncanakan dari berbagai rangkaian program yang telah dilakukan. 

Menurut Mahmudi (2010:145) efektivitas merupakan hubungan antara 

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila 

proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut 

Mardiasmo (2017:134) efektivitas adalah ukuran suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut 

telah berjalan efektif.  

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pengukuran suatu keadaan 

yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu program. Jika 

dikaitkan dengan organisasi, efektivitas berhubungan dengan tercapainya tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. 

2. Indikator Efektivitas 

Menurut Dunn dalam Rokiah (2021) beberapa Indikator yang dapat 

digunakan untuk melihat efektivitas kebijakan adalah sebagai berikut : 

1. Efisiensi (eficiency) 

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan 

tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas 

dengan usaha yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi. Efisiensi 

biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. 

Efisiensi akan terjadi jika pengunaan sumber daya diberdayakan secara 

optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. 
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2. Kecukupan (adequacy) 

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas 

memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.  

 

3. Pemerataan (equity) 

Pemerataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta 

merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada 

dimasyarakat. Suatu program mungkin dapat, efektif, efisien, dan mencukupi 

apabila biaya manfaat merata. 

 

4. Responsivitas (responsiveness) 

Respontivitas yaitu seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah 

untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, serta 

mengembangkan program-program sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

 

5. Ketepatan (appropriateness) 

Ketepatan secara dekat merujuk pada nilai atau harga dari tujuan dibuatkannya 

peraturan. 

 

3. Pengukuran Efektivitas 

Menurut Mahmudi (2010:145) untuk mengukur efektivitas menggunakan 

rasio efektivitas pajak daerah, yang mana rasio ini menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah 

penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. 

Pengukuran efektivitas pajak kendaraan bermotor menggunakan rasio 

efektivitas dengan rumus sebagai berikut : 

Rasio efektivitas = 
Realisasi Penerimaan PKB

Target Penerimaan PKB
 x 100 % 

Menurut Mahmudi (2010) Pengukuran efektivitas pajak daerah dapat 

dikategorikan sebagai berikut : 

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif 

2. Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif 

3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif 

4. Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif 

5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif 
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Analisis efektivitas penerapan kebijakan pemutihan pajak sebagai upaya 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak menggunakan model kesesuaian korten 

(Wardhani, 2022). Model kesesuaian korten dapat digambarkan sebagai berikut : 

     PROGRAM 

 

  

                                                 Output         Tugas 

 

                                    

                                      Kebutuhan                    Kompetensi                                                                                                                    

               PEMANFAATAN                                                     ORGANISASI  

                                     Tuntutan                            Putusan 

Gambar 2.1 

Model Kesesuaian Korten 

 

Berdasarkan gambar diatas, model kesesuaian korten memenuhi syarat 

pemanfaatan, organisasi pelaksana, output, dan program. Selain itu, model 

kesesuaian mencangkup unsur penilaian oleh para ahli lain yang juga 

mengeluarkan model implementasi kebijakan dan lebih mudah digunakan 

(Wardhani, 2022). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Parta, Clindhion 

Bune (2022) 

Analisis Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Sebelum Dan Selama 

Pandemi Covid-19 Di 

Sumatera Barat 

Hasil dari penelitian ini yaitu, 

terdapat penurunan pajak 

kendaraan bermotor sebelum 

dan selama covid-19. Dari 

tahun 2018 sampai tahun 

2019 menunjukkan nilai 

realisasi selisih 90% dan 

104%, dan pada tahun 2020 

turun menjadi 34% ditahun 

2021 meningkat sebesar 

105% 

2. Ulya, Himmatul 

(2022) 

Efektivitas Program 

Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Membayar Pajak 

Dalam Perspektif Marslahah 

Mursalah ( Studi Kasus Pada 

Kantor Bersama SAMSAT 

Natal) 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa program pemutihan 

PKB dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak 

membayar pajak sudah 

efektif. Namun dari pihak 

wajib pajak masih terdapat 

kendala waktu karena 

kesibukkan dan kendala 

ekonomi. 

3.  Wardhani, 

Ekowati (2022) 

Efektivitas Penerapan 

Kebijakan Pemutihan Pajak, 

Keringanan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, 

Sosialisasi Perpajakan 

Sebagai Upaya Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Pemilik Kendaraan Bermotor 

di Provinsi DKI Jakarta tahun 

2020-2021 

Hasil dari penelitian ini yaitu, 

kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor 

meningkat setelah 

pemberlakuan kebijakan 

pemutihan pajak, keringanan 

bea balik nama kendaraan 

bermotor, dan sosialisasi 

perpajakan. 

4.  Rini, Khimah 

Puspita  (2021) 

Efektivitas Pemutihan Pajak 

dan Kepatuhan Pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor 

Terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor (Studi Kasus Pada 

Kantor SAMSAT Bumiayu) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pemutihan pajak kendaraan 

bermotor atau pembebasan 

sanksi pajak kendaraan 

bermotor masih belum efektif 

dikarenakan masih 

rendahnya kesadaran dan 
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kepatuhan wajib pajak dalam 

membayarkan pajak 

kendaraan bermotornya. 

5.  Amelia,Yessica 

(2021) 

Analisis Efektivitas 

Kebijakan Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Terhadap Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor 2015-

2020 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

efektivitas kebijakan 

pemutihan pajak kendaraan 

bermotor sangat efektif pada 

tahun 2015 - 2019. Namun 

pada tahun 2020 tingkat 

efektivitas kebijakan 

pemutihan pajak kendaraan 

bermotor menunjukkan 

penurunan. 

6. Yulianti (2020) Pengaruh Program Pemutihan 

Pajak Kendaraan Bermotor 

Kesadaran Wajib Pajak, 

Sosialisasi Pajak, Dan 

Pelayanan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor (Studi 

Pada Kantor Bersama Samsat 

Surabaya Selatan) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor, 

kesadaran wajib pajak, dan 

pelayanan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor. 

Sedangkan, sosisalisasi pajak 

tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Kerangka Konseptual 

Dari kerangka konseptual diatas, peneliti akan mengukur program pemutihan 

pajak menggunakan rasio efektivitas untuk melihat efektif atau tidak efektifnya 

program pemutihan pajak ini terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022. 

 

Program Pemutihan Pajak  

Efektif Tidak Efektif 

Rasio Efektivitas 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor di Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2020-2021 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 43 A, Kota 

Padang, Sumatera Barat.  

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Menurut Kristanto (2018 : 59) Observasi merupakan langkah yang dimulai 

dengan mengamati terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mencatat 

informasi secara sistematis, logis, obyektif, dan rasional tentang beragam 

fenomena, baik dalam konteks situasi nyata maupun situasi yang dibuat secara 

sengaja. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan sebuah peristiwa atau proses interaksi antara 

seseorang yang melakukan wawancara dan sumber informasi atau orang yang 

sedang diwawancarai, yang berlangsung melalui komunikasi secara langsung. 

(Yusuf, 2014 : 372). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-

data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 
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digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau 

sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat 

berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014 : 391).  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan peneltian yaitu : 

1. Data primer  

Guna memperoleh informasi yang tepat, peneliti akan menjalankan proses 

wawancara langsung dengan individu maupun instansi terkait yang memiliki 

pemahaman mengenai subjek riset, yakni staf yang bertugas di kantor BAPENDA 

Sumatera Barat. Informasi yang diperoleh dalam konteks ini disebut sebagai data 

primer. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari catatan tertulis 

seperti buku, dokumen, atau laporan yang berfungsi sebagai dokumentasi dan 

dapat digunakan sebagai sumber informasi atau referensi terkait dengan subjek 

penelitian. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang 

menitikberatkan pada hasil temuan penelitian, presentasi data, dan akhirnya 

menghasilkan kesimpulan. 
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Pengukuran efektivitas menggunakan rumus rasio efektivitas yang 

dikemukakan oleh Mahmudi (2010). Adapun rumus rasio efektivitas tersebut 

sebagai berikut : 

Rasio efektivitas = 
Realisasi Penerimaan PKB

Target Penerimaan PKB
 x 100 % 

Pengukuran efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif 

2. Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif 

3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif 

4. Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif 

5. Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum BAPENDA Provinsi Sumatera Barat 

4.1.1 Sejarah BAPENDA  

Berdasarkan peraturan daerah nomor 4 Tahun 2008 yang membahas tentang 

struktur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah 

terbentuk instansi baru yang dikenal sebagai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan instansi ini melibatkan penggabungan dari 

tiga lembaga sebelumnya, yaitu:  

1. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat  

2. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 

3. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 dengan susunan organisasi yang 

terdiri dari kepala dinas, 1 sekretariat dan 7 bidang yaitu : 

1. Bidang Asset 

2. Bidang Pajak Daerah 

3. Bidang Restribusi Bagi Hasil Dan Pendapatan Lain-Lain 

4. Bidang Anggaran 

5. Bidang Akuntansi 

6. Bidang Anggaran Daerah Bawahan 

7. Bidang Kuasa BUD seta UPT dan Kemlompok Jabatan Fungsional 

Pada tahun 2011, terdapat modifikasi dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat dikarenakan kompleksnya isu-isu terkait aset Ini mengakibatkan 
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restrukturisasi dalam sektor aset yang Sebelumnya, bagian tersebut merupakan 

bagian dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Namun, sekarang telah mengalami perubahan menjadi Biro Pengelolaan Aset 

Daerah. Perubahan ini sesuai dengan Isi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan modifikasi terhadap 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya, struktur 

organisasi sekarang terdiri dari kepala dinas, 1 Sekretariat, dan 7 bidang. 

diantaranya : 

1. Bidang Pajak Daerah 

2. Bidang Restribusi Bagi Hasil Dan Pendapatan Lain-Lain 

3. Bidang Anggaran  

4. Bidang Akuntansi 

5. Bidang Bina Anggaran Daerah Bawahan 

6. Bidang Kuasa BUD  

7. Bidang Sistem Informasi Serta UPT Dan Kelompok Jabatan Fungsional 

Kemudian, pada tahun 2016 terbitlah PERDA Nomor 8 Tahun 2016 

mengenai Proses Pembentukan dan Struktur Organisasi Entitas Pemerintahan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya, unit Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami transformasi peran menjadi entitas 

yang dikenal sebagai Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Dengan 

menjalankan peran sebagai pendukung dalam hal keuangan, sedangkan struktur 

organisasi dan tugas Badan Keuangan Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan 

Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 mengenai posisi, struktur 
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organisasi, tugas, dan peran Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Struktur organisasinya terdiri dari seorang kepala badan, satu sekretariat, dan 

tujuh bidang yang beragam.: 

1. Bidang Pajak Daerah 

2. Bidang Restribusi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain 

3. Bidang Anggaran 

4. Bidang Perbendaharaan 

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah 

Sementara dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 

2017 mengenai Uraian Tugas Utama dan Peran Badan Keuangan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat, tertera mengenai Unit Pelaksana Teknis dan juga Kumpulan 

Jabatan Fungsional. Sedangkan, untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang 

khusus, strukturnya dibentuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2017 mengenai proses 

pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Terdapat perubahan dalam struktur organisasi lagi dikarenakan adanya 

revisi pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Saat ini, revisi tersebut telah 

menjadi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengenai perubahan pada 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan 

Komposisi Badan-Badan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dalam konteks 

ini, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga mengalami perubahan 

dalam susunannya. berubah menjadi 2 Badan tipe B yang terdiri dari Badan 
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Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Di sini, terjadi penyatuan dan 

penyusutan kembali Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah menjadi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, juga terjadi 

penggabungan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk 

struktur organisasi dan tugas-tugas Badan ini, hal tersebut ditetapkan dalam 

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu, struktur 

dan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 88 Tahun 2020. 

4.1.2 Visi Misi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat 

Visi merupakan tujuan masa depan sebuah organisasi atau lembaga untuk 

mencapai tujuan dan untuk mencapai Visi diperlukan tahapan atau langkah yang 

disebut dengan Misi. Oleh karena itu BAPENDA Sumatera Barat mempunyai 

Visi dan Misi sebagai berikut: 

a. Visi 

Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan 

b. Misi  

1. Menigkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, 

terampil dan berdaya saing. 

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah 

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perternakan, 

perkebunan. 



33 

 

 

 

4. Meningkatkan usaha perdagangan industri kecil / menengah serta 

ekonomi berbasis digital. 

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.  

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih 

akuntabel dan berkualitas. 

4.1.3 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat 

 

 
Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Barat  

Gambar 4.1 

Stuktur Organisasi BAPENDA Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 

adapun tugas dari masing – masing bidang sebagai berikut : 

1. Kepala  

Tugas utama kepala adalah untuk mengarahkan pelaksanaan tugas di 

BAPENDA Provinsi Sumatera Barat, sementara tugas dan kewenangan kepala 

meliputi hal-hal berikut : 
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a. Pembuat program, sebagai pimpinan, memiliki tanggung jawab serta 

kewenangan untuk menyusun materi yang diperlukan dalam merancang 

kebijakan pelaksanaan teknis dalam mengelola Pendapatan daerah 

diterjemahkan melalui pelaksanaan proses Pendataan, Penetapan, 

Pemungutan, Pembukuan, Penyetoran, Koordinasi, serta Evaluasi. Semua 

tahapan ini dilakukan untuk mengelola pendapatan daerah dengan tepat, dan 

melaporkannya sesuai dengan tugas yang diemban. 

b. Pelaksanaan tugas diserahkan oleh kepala dinas sesuai dengan ruang 

lingkup tugas yang dimiliki. 

 

2. Sekretaris  

Tugas sekretaris melibatkan pelaksanaan sebagian tanggung jawab kepala 

lembaga dalam aspek pimpinan, pembinaan, pengarahan, koordinasi, dan 

pengendalian aktivitas di sektor manajemen dan layanan administrasi, mencakup : 

a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan rencana badan. 

b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan keuangan badan. 

c. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi 

kesekretariatan badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian 

program dan keuangan.  

d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelengaraan tugas-tugas bidang. 

e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan. 

 

3. Bidang Restribusi Daerah 

Tugas dari Restrinbusi Daerah melakukan perancangan serta pertumbuhan 

pajak yang berhubungan dengan wilayah tersebut. Ini melibatkan menyusun 

program dan rencana operasional, serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan 

analisis terhadap pajak yang berlaku di wilayah setempat, disertai dengan 

penyusunan laporan mengenai hasil evaluasi tersebut. 

 

4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian  

Bidang ini bertanggung jawab dalam menjalankan sebagian dari tugas 

kepala divisi yang mengurusi pengembangan dan pengawasan pajak lokal. Tugas-

tugas tersebut mencakup merencanakan program dan rencana pelaksanaan untuk 

aktivitas pemeriksaan dan pengawasan pajak serta pendapatan daerah. Selain itu, 

wilayah ini juga memantau, mengevaluasi, dan melaporkan perkembangan yang 

terjadi. 

  

5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan 

Daerah meliputi memberikan layanan teknis dalam bidang manajemen 

pendapatan, administrasi umum, manajemen kepegawaian, pelaporan, 

pengelolaan aset, serta pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh pimpinan. Selain 

itu, tanggung jawab tambahan dari UPTD ini meliputi hal-hal berikut: 

a. Membuat laporan bulanan dan laporan berkala unit. 

b. Mengelola aset Provinsi yang berada dilingkungan kerjanya. 

c. Melaksanakan administrasi humas, organisasi dan perpustakaan. 
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6. UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah 

Tugas yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem 

Informasi Pendapatan Daerah adalah melaksanakan proses pendaftaran dan 

penentuan besaran pajak kepada warga masyarakat, serta menjalankan tanggung 

jawab yangdiberikanoleh pimpinan. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Hasil 

A. Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

BAPENDA Provinsi Sumatera Barat 

Pemerintah Sumatera Barat melakukan upaya untuk meningkatkan 

pembayaran pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah inisiatif yang bertujuan 

untuk meningkatkan tingkat kepatuhan yang diperlukan dari pemilik kendaraan 

bermotor dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Berikut ini 

waktu pelaksanaan program pemutihan pajak di BAPENDA tahun 2020-2022. 

Tabel 4.1 

Daftar Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Provinsi Sumatera Barat 

 

No Tahun  Waktu Pelaksanaan Dasar Pelaksanaan 

1 2020 1 September - 31 Oktober Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 60 Tahun 2020 Tentang 

Penghapusan Sanksi Administratif Atas 

Keterlambatan Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor.  

2 2021 5 Oktober - 15 Desember Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 47  Tahun 2021 Tentang 

Penghapusan Sanksi Administratif Atas 

Keterlambatan Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. 

3 2022 12 September - 12 Desember Keputusan Gubernur Nomor 903-816-

2022 Tentang Pembebasan Pokok Pajak 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Sanksi 

Administrasi Dan Pajak Progesif. 
   Sumber : BAPENDA Sumatera Barat 
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Berdasarkan data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan 

program pemutihan pajak setiap tahunnya terus diperpanjang seiring dengan minat 

masyarakat yang besar pada program pemutihan pajak ini. Hal ini tentu sangat 

menguntungkan bukan hanya pada  pemerintah akan tetapi juga pada wajib pajak  

Selain program pemutihan pajak, BAPENDA melalui SAMSAT Sumatera 

Barat pada tahun 2022 baru saja mengadakan program keringanan pajak lainnya 

yang disebut dengan program 5 (lima) untung yang berdasarkan pada PERGUB 

Sumbar Nomor 31 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas PERGUB Nomor 56 

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mana program 5 (lima) untung tersebut 

adalah : 

1. Diskon pajak kendaraan bermotor  

Diskon pajak ini berlaku untuk kendaraan bermotor yang membayar pajak 

sebelum jatuh tempo. 

2. Bebas denda pajak kendaraan bermotor 

Bebas denda pajak dan pemutihan bagi kendaraan bermotor yang 

menunggak pembayaran pajak.   

3. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor 

Proses pergantian nama pada kendaraan bermotor, tidak akan ada biaya 

yang harus dibayar. Manfaat ini hanya berlaku saat melakukan pergantian 

nama pada kendaraan kedua dan seterusnya, dan tidak berlaku untuk 

kendaraan yang baru dibeli. 

4. Bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor 
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Pemerintah Sumatera Barat juga membebaskan denda administrasi atas 

keterlambatan membayar bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan 

seterusnya.  

5. Bebas pajak progresif atas kepemilikan satu keluarga. 

Pemilik kendaraan bermotor akan mengalami manfaat berupa pengurangan 

pajak yang bertingkat untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua 

dan berikutnya dalam satu keluarga. 

Program 5 (lima) untung ini digunakan untuk memberi keringanan kepada 

masyarakat Sumatera Barat untuk melaksanakan proses pembayaran pajak 

kendaraan bermotor sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang tidak membayar 

pajak atau menunggak dalam pembayaran pajaknya. Pada program 5 (lima) 

untung tersebut yang dimaksud dengan pemutihan pajak adalah pembebasan dari 

denda pajak sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokoknya saja. 

B. Efektivitas Program Pemutihan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di BAPENDA Sumatera Barat 

Adapun untuk mengetahui efektivitas program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat 

diketahui dengan menggunakan 5 Indikator efektivitas yaitu : 

1. Efisiensi (Efficiency) 

Target efisiensi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang 

efektif dengan perbandingan data penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 

2020-2022 berikut ini : 
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Tabel 4.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  

Tahun 2020 

Bulan Target (Rp) Realisasi (Rp) Rasio 

Efektivitas 

Kriteria 

Januari 57.902.058.356 60,344,958,925 104,21% Sangat Efektif 

Februari 57.902.058.356 52,994,442,550 91,52% Efektif 

Maret  57.902.058.356 
55,909,574,850 

96,55% Efektif 

April 57.902.058.356 
39,546,044,950 

68,29% Kurang Efektif 

Mei 57.902.058.356 
36,038,098,650 

62,23% Kurang Efektif 

Juni 57.902.058.356 
56,480,967,450 

97,54% Efektif 

Juli 57.902.058.356 
61,813,500,100 

106,75% Sangat Efektif 

Agustus 57.902.058.356 
57,829,042,850 

99,87% Efektif 

September 57.902.058.356 
69,015,467,800 

119,19% Sangat Efektif 

Oktober 57.902.058.356 
69,260,369,000 

119,61% Sangat Efektif 

November 57.902.058.356 
63,774,219,650 

110,14% Sangat Efektif 

Desember 57.902.058.356 71,818,013,500 124,03% Sangat Efektif 

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat 

 

Berdasarkan tabel rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor 

tahun 2020 di BAPENDA dapat diketahui bahwa rasio efektivitas terbesar yaitu 

pada bulan Desember dengan rasio sebesar 124,03% dengan kategori sangat 

efektif. Sementara itu pada bulan September - Oktober yang termasuk bulan 

diadakannya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2020 berada pada 

rasio tertinggi kedua dan ketiga yaitu sebesar 119, 61% pada bulan Oktober dan 

119, 19% pada bulan September. Pada bulan-bulan dengan tingkat rasio kurang 

efektif disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi pada masa covid-19 yang 
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menyebakan wajib pajak sulit untuk membayar kewajibannya dalam membayar 

pajak. 

Jadi pada tahun 2020 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

sudah sangat efektif dilaksanakan meskipun rasio efektivitasnya tidak lebih 

tinggi dibandingkan dengan bulan Desember yang sudah tidak termasuk bulan 

pemutihan pajak. 

Tabel 4.3 

         Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  

Tahun 2021 

Bulan Target (Rp) Realisasi (Rp) Rasio 

Efektivitas 

Kriteria 

Januari 62.750.495.737 
60,539,723,050  

96,47% Efektif 

Februari 62.750.495.737 
54,411,449,600 

86,71% Cukup Efektif 

Maret  62.750.495.737 
60,881,546,050 

97,02% Efektif 

April 62.750.495.737 
53,087,125,500  

84,60% Cukup Efektif 

Mei 62.750.495.737 
49,374,391,150  

78,68% Kurang Efektif 

Juni 62.750.495.737 
74,935,840,200  

119,41% Sangat Efektif 

Juli 62.750.495.737 
57,831,631,850 

92,16% Efektif 

Agustus 62.750.495.737 
60,004,287,450  

95,62% Efektif 

September 62.750.495.737 
62,321,993,450  

99,31% Efektif  

Oktober 62.750.495.737 
63,388,183,050  

101,01% Sangat Efektif 

November 62.750.495.737 
71,952,402,550  

114,66% Sangat Efektif 

Desember 62.750.495.737 84,277,374,950 134,30% Sangat Efektif 

      Sumber : BAPENDA Sumatera Barat 

 

Berdasarkan data yang tertera pada tabel mengenai rasio efektivitas 

penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2021 di BAPENDA, dapat 
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ditemukan bahwa angka efektivitas tertinggi terjadi pada bulan Desember. Bulan 

ini juga merupakan saat diadakannya program Pemutihan Pajak Kendaraan 

Bermotor tahun 2021. Pada bulan ini, nilai rasio efektivitas mencapai angka 

yang paling tinggi, yaitu 134,30% dengan kategori sangat efektif. Sementara itu 

tingkat rasio kurang efektif hanya terjadi pada bulan Mei sebesar 78,68% yang 

menjadi bulan pembayaran pajak terendah pada tahun ini. Jadi Program 

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 sudah sangat efektif 

dilaksanakan. 

   Tabel 4.4 

      Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  

Tahun 2022 

Bulan Target (Rp) Realisasi (Rp) Rasio 

Efektivitas 

Kriteria 

Januari 71.158.665.062 65,887,053,700 92,59% Efektif 

Februari 71.158.665.062 55,172,029,200 77,53% Kurang Efektif 

Maret  71.158.665.062 75,429,187,300 106,00% Sangat Efektif 

April 71.158.665.062 58,528,009,000 82,25% Cukup Efektif 

Mei 71.158.665.062 55,481,949,450 77,96% Kurang Efektif 

Juni 71.158.665.062 73,011,302,875 102,60% Sangat Efektif 

Juli 71.158.665.062 61,727,720,150 86,74% Cukup Efektif 

Agustus 71.158.665.062 67,344,104,550  94,63% Efektif 

September 71.158.665.062 80,545,658,650 113,19% Sangat Efektif 

Oktober 71.158.665.062 92,153,681,000 129,50% Sangat Efektif 

November 71.158.665.062 89,763,888,150 126,14% Sangat Efektif 

Desember 71.158.665.062 78,859,396,725 110,82% Sangat Efektif  

Sumber : BAPENDA Sumatera Barat 
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Berdasarkan data dalam tabel mengenai rasio efektivitas penerimaan pajak 

kendaraan bermotor tahun 2022 di BAPENDA, dapat disimpulkan bahwa bulan 

Oktober memiliki rasio efektivitas penerimaan terbesar. Bulan ini juga menjadi 

periode di mana dilaksanakan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

dengan nilai rasio sebesar 129,50% dengan kategori sangat efektif. Sementara 

itu kurangnya keefektifan pembayaran pajak terdapat pada bulan Februari 

sebesar 77,53% dan Mei sebesar 77,96% dengan tingkat rasio paling rendah. 

Jadi pada tahun 2022 Program Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor 

mendapatkan hasil sangat efektif karena pada bulan pemutihan September - 

Desember semua mendapatkan rasio sangat efektif. 

Dapat disimpulkan bahwa melalui program pemutihan ini hasil yang 

didapatkan sudah efisien dan efektif dikarenakan dapat meningkatkan jumlah 

penerimaan pajak dan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam proses 

pembayaran pajak. yang dilihat dari perbandingan data penerimaan pajak dari 

tahun 2020-2022. 

2. Kecukupan (Adequacy) 

Tujuan dari indikator kecukupan dalam penelitian ini adalah untuk 

menilai apakah efektivitas program tersebut dapat diamati melalui hasil yang 

diperoleh ini sudah cukup untuk memenuhi sasaran dan dapat memuaskannya 

Program Pemutihan ini. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan 

Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini sudah sesuai 

dengan sasaran pemerintah yang mana sasarannnya adalah kendaraan 

bermotor yang telat membayar pajak agar tidak perlu membayar denda 
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keterlambatan membayar pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan antusiasme 

masyarakat setiap diadakannya program pemutihan pajak setiap tahunnya. 

Dapat disimpulkan bahwa indikator kecukupan sudah terpenuhi dengan 

tercukupinya sasaran dari Program Pemutihan ini.  

3. Pemerataan (Equity) 

Melalui indikator pemerataan ini dapat dilihat manfaat yang merata 

untuk Program Pemutihan ini. Adapun manfaat dari program pemutihan ini 

bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor sangat menguntungkan karena 

kebijakan pemutihan pajak ini menyebabkan wajib pajak lebih ringan dalam 

membayar denda pajak yang dibebankan. Manfaat dari Program Pemutihan 

ini bagi pemerintah adalah berkontribusi dalam usaha pemerintah untuk 

mendorong kepatuhan para wajib pajak. lebih taat dan patuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu program pemutihan ini 

juga dapat meningkatkan PAD. 

4. Respontivitas (Responsiveness) 

Keberhasilan melalui tanda-tanda responsivitas dapat terlihat melalui 

pencapaian dan pelaksanaan penerimaan yang berasal dari wajib pajak yang 

memberikan tanggapan terhadap program ini serta tanggapan dari petugas 

yang memiliki kewenangan. Adapun respon dari pemerintah yaitu 

mendukung penuh program pemutihan ini karena target pemerintah pada 

program pemutihan ini cukup besar setiap tahunnya dan juga Program 

Pemutihan ini direspon positif oleh masyarakat. 

 

 



43 

 

 

 

5. Ketepatan (Appropriateness) 

Efektivitas melalui indikator ini dilihat dari ketepatan tujuan 

dilaksanakan program pemutihan ini adalah untuk mengedarkan kesadaran di 

kalangan masyarakat, mengurangi beban pembayaran pajak, serta mendorong 

partisipasi kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif.  

Dapat disimpulkan bahwa dari 5 indikator efektivitas Program Pemutihan 

Pajak Kendaran Menggunakan kendaraan secara efektif dapat meningkatkan 

tingkat pembayaran pajak karena akan meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya membayar pajak guna memperkuat ketaatan terhadap 

kewajiban pajak. 

C. Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Setiap program dan kebijakan tentu selalu berdampak pada suatu hal. 

Seperti hal nya program Program Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor sebagai 

program pemerintah berdampak pada wajib pajak dan juga pemerintah. Program 

Pemutihan yang diadakan setiap tahunnya pasti berdampak pada masa sekarang 

dan masa yang akan datang. Berdasarkan  hasil observasi dan wawancara yang 

telah dilakukan maka didapatkan lah dampak program pemutihan ini sebagai 

berikut : 

1. Dampak Program Pemutihan Terhadap Wajib Pajak  

Program Pemutihan Kendaraan Bermotor ini berdampak positif pada wajib 

pajak yaitu mempermudah dan meringankan masyarakat dalam melakukan 

pelunasan terhadap denda keterlambatan pembayaran pajak. Dampak 

kemudahan pemutihan ini juga sangat terasa pada tiga tahun terakhir terutama 
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pada tahun 2020 yang mana pada tahun itu terjadinya wabah covid-19 di seluruh 

Indonesia. Menurut staf bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, masyarakat menyambut baik dengan adanya program ini 

membuat masyarakat sangat terbantu khususnya pada kendaraan bermotor yang 

menunggak dalam membayar pajak.  

Dengan dilaksanakannya Program Pemutihan Pajak setiap tahunnya 

membuat jelas bahwa Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada pemerintah 

tetapi juga berdampak positif pada Wajib pajak. 

2. Dampak Program Pemutihan Terhadap Pemerintah  

Program Pemutihan ini bagi pemerintah berdampak pada PAD karna 

besarnya penerimaan pajak daerah yang berasal dari lima jenis pajak dan dari 

kelima jenis pajak tersebut Pajak Kendaraan Bermotor masih menjadi 

penyumbang terbesar dalam menigkatnya PAD. Hal ini tentu tidak lepas dari 

pengaruh program pemutihan pajak yang diadakan setiap tahunnya. Berikut ini 

rekaptulasi peningkatan penerimaan daerah dua bulan sebelum masa pemutihan 

dan selama masa pemutihan tahun 2020-2022. 

Tabel 4.5 

Rekaptulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan 

Selama Pemutihan Tahun 2020 

 Masa (Bulan) Penerimaan 

Sebelum Pemutihan 
Juli Rp. 61.813.500.100 

Agustus Rp. 57.829.042.850 

Pada Saat Pemutihan 
September Rp. 69.015.467.800 

Oktober Rp. 69.260.369.000 

   Sumber : BAPENDA Sumatera Barat 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan membandingkan masa 

dua bulan sebelum pemutihan dan pada saat pemutihan terlihat peningkatan yang 

cukup singnifikan pada penerimaan pajak di kantor BAPENDA. Adanya program 

pemutihan pada tahun 2020 ini juga berdasarkan pada pertimbangan pemerintah 

terhadap kondisi ekonomi masyarakat atau wajib pajak yang tidak stabil pada 

masa covid-19 dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan karena 

pembayaran pajak masih melampaui target yang ditetapkan. 

Tabel 4.6 

Rekaptulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan 

Selama Pemutihan Tahun 2021 

 Masa (Bulan) Penerimaan 

Sebelum Pemutihan 
Agustus Rp. 60,004,287,450  

September Rp. 62,321,993,450 

Pada Saat Pemutihan 
Oktober  Rp. 63,388,183,050 

1 November s/d 15 

Desember 

Rp.114.091.090.025 

   Sumber : BAPENDA Sumatera Barat 

Pemutihan pajak juga berdampak pada tahun 2021, setelah masa covid-19 

pemerintah memperpanjang masa pemutihan pajak dibandingkan tahun 

sebelumnya selama lebih dari 2 bulan. Hasilnya penerimaan pajak melalui 

program pemutihan ini melampaui tahun sebelumnya yang sudah sesuai dengan 

target pemerintah. 
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Tabel 4.7 

Rekaptulasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan 

Selama Pemutihan Tahun 2022 

 Masa (Bulan) Penerimaan 

Sebelum Pemutihan 
Juli Rp.   61,727,720,150  

Agustus Rp.  67,344,104,550  

Pada Saat Pemutihan 
12 September s/d 12 

November 

 Rp. 135.655.212.725 

13 November s/d 12 

Desember 

Rp.67.796.116.575 

     Sumber : BAPENDA Sumatera Barat 

 

Berdasarkan tabel 4.7 Program Pemutihan Pajak ditahun 2022 dilaksanakan 

selama tiga bulan yang mana pada awalnya hanya akan dilaksanakan pada 12 

September sampai 12 November akan tetapi karena besarnya minat wajib pajak 

maka program pemutihan ini di perpanjang sampai 12 Desember 2022. Dengan 

adanya perpanjangan ini membuktikan bahwa program pemutihan ini efektif 

dilaksanakan oleh pemerintah yang tentunya akan sangat berdampak dan 

mempengaruhi penerimaan PAD. 

Dapat dilihat bahwa dampak Program Pemutihan Pajak pada pemerintah 

selama 2020 - 2022 khususnya BAPENDA Sumatera Barat berdampak positif 

dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang manfaatnya bisa dirasakan 

pada pembangunan di Sumatera Barat. 

4.2.2 Pembahasan 

Pelaksanaan Program Pemutihan di BAPENDA Sumatera Barat umumnya 

diadakan setiap akhir tahun karena pada bulan – bulan diawal tahun pemerintah ingin 

melihat bagaimana kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam 

membayar pajak sebelum diadakannya program pemutihan ini. Berdasarkan pada 

hasil penelitian, pelaksanaan program pemutihan pajak yang diadakan di  
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BAPENDA Sumatera Barat setiap tahunnya terus memperpanjang masa pemutihan 

pajak. 

Tabel 4.8 

Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Pada BAPENDA Sumatera Barat 

Tahun Jumlah Wajib Pajak (Unit) 

2020 968.873 

2021 969.868 

2022 1.043.338 
Sumber : BAPENDA  Sumatera Barat 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak setiap 

tahunnya membuat BAPENDA Sumatera Barat terus membuat program yang bisa 

untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat dalam membayar pajak yaitu 

program 5 (lima) untung yang meliputi diskon pajak kendaraan bermotor, bebas 

denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, bebas 

denda bea balik nama kendaraan bermotor, bebas pajak progresif atas kepemilikan 

kendaraan satu keluarga yang dilaksanakan oleh BAPENDA melalui SAMSAT salah 

satunya program pemutihan pajak ini. Program 5 (lima) untung ini pertama kali 

dilaksanakan pada tahun 2022.  

Selain program 5 (lima) untung, pembayaran pajak bisa lebih mudah dengan 

melakukan pembayaran secara online dengan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah 

yaitu SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang membuat pembayaran pajak bisa 

dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa membuat wajib pajak harus membayar 

pajak secara langsung. Berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam 

proses pembayaran pajak tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

jumlah kontributor pajak sesuai dengan jumlah yang terdaftar di BAPENDA 

Sumatera Barat, yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
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Semakin banyak jumlah wajib pajak setiap tahunnya maka akan semakin tinggi 

pula target dan realisasi pajak yang harus dicapai agar tidak berkurangnya PAD 

Sumatera Barat. Untuk dapat melihat efektivitas program pemutihan ini dapat dilihat 

dengan menggunakan 5 indikator efektfitas yang mana dari kelima kriteria tersebut 

sudah memenuhi dan sudah mencapai kriteria masing-masing. 5 Indikator tersebut 

yaitu mana Indikator pertama yaitu Efisiensi Program pemutihan dengan 

membandingkan target dan realisasi perpajakan didapatkan hasil yang efisien dan 

efektif dengan menggunakan perhitungan rasio efektifitas. Rata-rata realisasi setiap 

bulannya pada tahun 2020-2022 termasuk kedalam kategori sangat efektif. Indikator 

kedua yaitu Kecukupan yang sudah sesuai dengan sasaran pemerintah dan sudah 

dapat dikatakan memenuhi indikator kecukupan ini. Indikator Pemerataan yang 

hasilnya merata baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat yang sama – sama 

merasa manfaat adanya program pemutihan ini. Indikator Respontivitas oleh 

BAPENDA Sumatera Barat sebagai pihak yang mengadakan progam pemutihan 

pajak ini merespon positif kebijakan ini setelah melihat respon yang baik dari 

masyarakat setiap tahunnya. Indikator Ketepatan, melalui indikator ini BAPENDA 

Sumatera Barat merasa diadakan program pemutihan ini sudah tepat pada tujuan 

BAPENDA yaitu pada kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya.  

Dengan diadakannya Program Pemutihan setiap tahunnya berdampak kepada 

wajib pajak dan pemerintah. Dampaknya pada wajib pajak yaitu membuat wajib 

pajak menjadi minat kembali untuk melakukan pelunasan penunggakan pembayaran 

pajaknya. Sementara itu untuk pemerintah berdampak pada penerimaan PAD yang 

meningkat karena pada bulan pemutihan pajak jumlah yang direalisasikan meningkat 

dibandingkan dengan bulan – bulan sebelum pemutihan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis mengenai dampak yang dihasilkan oleh Program 

Pemutihan Pajak terhadap peningkatan tingkat kepatuhan dari para wajib pajak, 

dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah berhasil meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2020-2022 maka dapat disimpulkan : 

1. Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak di BAPENDA Provinsi Sumatera 

Barat terlaksana dengan baik dan tidak terdapat kendala sehingga membuat 

pemerintah terus membuat program-program untuk meringankan pembayaran 

pajak. 

2. Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak di BAPENDA sudah efektif 

dilaksanakan pada tahun 2020-2022 yang Dilihat dari 5 indikator efektivitas 

yang pertama, yakni efisiensi, telah terbukti terpenuhi melalui peningkatan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor saat pelaksanaan program pemutihan 

pajak. Dengan terpenuhinya sasaran masyarakat yang telat membayar pajak 

kendaraan bermotornya maka indikator kedua yaitu kecukupan sudah 

tercapai. Indikator ketiga Pemerataan, bermanfaatnya program ini bukan 

hanya bagi pemer intah akan tetapi juga masyarakat maka indikator 

pemerataan ini pun sudah terpenuhi. Indikator keempat Respontivitas, wajib 

pajak dan pemerintah sama-sama merespon baik dan positif terhadap 



50 

 

 

 

kebijakan pemutihan ini. Indikator kelima Ketepatan tujuan dari program 

pemutihan ini sudah terpenuhi karena menumbuhkan kesadaran masyarakat 

dalam membayar pajak  

3. Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini tidak hanya 

dirasakan oleh pemerintah tetapi juga dirasakan oleh wajib pajak yang 

sama-sama mendapatkan dampak positif dari program pemutihan ini. Selain 

itu Program Pemutihan ini juga memberikan kemudahan baik dari 

pemerintah maupun wajib pajak.  

5.2 Saran  

1. Bagi kantor BAPENDA Sumatera Barat, diperlukan sosialiasi yang lebih 

aktif lagi tentang adanya Program Pemutihan Pajak ini, diperlukan 

penyampaian yang komprehensif kepada masyarakat atau pihak yang 

memiliki kewajiban pajak. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai 

program pemutihan ini dapat tersebar secara luas, sehingga tujuan dari 

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat tercapai secara optimal. 

2. Bagi Wajib Pajak, penting bagi mereka atau masyarakat secara kolektif  

untuk menyadari betapa pentingnya membayar pajak agar pendapatan daerah 

tercukupi dan perkembangan daerah dapat terlaksana. 
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Identitas Narasumber 

Nama : Frans Sanjaya 

Jabatan : Staf Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor dilakukan setiap 

tahun? 

Iya, program pemutihan ini dilakukan 

setiap tahun dan akan terus 

dilaksanakan karena melihat respon 

masyarakat yang baik terhadap 

program ini dan juga program 

pemutihan sudah seperti program wajib 

pemerintah 

2. Apa sasaran dari program pemutihan 

pajak kendaraan bermotor ini? 

Sasaran dari program pemutihan ini 

adalah kendaraan bermotor yang telat 

membayar pajak dan tidak perlu 

membayar denda keterlambatan 

membayar pajak. 

3.  Apakah pada tahun 2020-2022 

program pemutihan ini dapat 

meningkatkan penerimaan pajak di 

Sumatera Barat? 

Iya, dengan adanya program pemutihan 

ini dapat meningkatkan penerimaan 

pajak di Sumatera Barat 

4. Apa manfaat atau keuntungan 

diadakannya program pemutihan 
pajak kendaraan bermotor ini bagi 

masyarakat dan pemerintah? 

Manfaat dari program pemutihan ini 

bagi masyarakat pemilik kendaraan 
bermotor sangat menguntungkan 

karena kebijakan pemutihan pajak ini 

membuat wajib pajak lebih ringan 

dalam membayar pajak yang 

dibebankan dan keuntungan bagi 

pemerintah yaitu dapat menjadikan 

wajib pajak lebih taat dan patuh dalam 

melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Selain itu program 

pemutihan pajak ini juga dapat 

meningkatkan pendapatan daeah. 

5. Apakah ada kerugian yang 

disebabkan oleh adanya program 

pemutihan ini? 

Belum ada kerugian yang disebabkan 

oleh program ini karna justru program 

ini sangat menguntungkan dan 

mempermudah masyarakat dan 

pemerintah. 

6. Apa tindakan yang dilakukan oleh 

BAPENDA Sumatera Barat atas 

keterlambatan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor oleh 

Tindakan BAPENDA terhadap 

keterlambatan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor yaitu dengan 

memberikan denda. 
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masyarakat? 

7. Menurut pendapat Bapak, apakah 

program pemutihan pada tahun 

2020-2022 sudah efektif 

dilaksanakan? 

Iya, program pemutihan ini sudah 

efektif dilaksanakan setiap tahunnya. 

9. Apa kendala yang dihadapi kantor 

BAPENDA Sumatera Barat dalam 

penerapan program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor tahun 2020-

2022? 

Kendalanya yaitu meskipun program 

ini efektif dilaksanaka akan tetapi 

masih banyak wajib pajak yang masih 

belum mau membayar kewajibannya 

dalam membayar pajak meskipun 

program ini dilaksanakan setiap 

tahunnya. 

10. Apa dampak program pemutihan ini 

terhadap BAPENDA Sumatera 

Barat? 

Dampak dari program pemutihan ini 

yaitu bagi pemerintah tentunya akan 

sangat mempengaruhi PAD karna 

Pajak Kendaraan Bermotor masih 

menjadi penyumbang terbesar dalam 

menigkatnya PAD. Hal ini tentu tidak 

lepas dari pengaruh program 

pemutihan pajak yang diadakan setiap 

tahunnya.  

11. Apa respon wajib pajak terhadap 

kebijakan program pemutihan pajak 

ini? 

Respon masyarakat atau wajib pajak 

terhadap kebijakan pemutihan ini yaitu 

sangat baik dan positif bisa dilihat dari 

antusiasme masyarakat yang mengikuti 

program pemutihan pajak setiap 

tahunnya. 

12. 

 

Kenapa Program Pemutihan Pajak 

Hanya Dilaksanakan setiap akhir 

tahun? 

 

 

Program pemutihan ini umumnya 

diadakan setiap akhir tahun karena 

pada bulan – bulan diawal tahun 

pemerintah ingin melihat bagaimana 

kesadaran wajib pajak melaksanakan 

kewajibannya dalam membayar pajak 

sebelum diadakannya program 

pemutihan ini.  

13. 

 

 

Apakah pada program pemutihan ini 

terdapat batasan tahun tunggakan 

pajak? 

Tidak ada batas tunggakan tahun pajak 

pada program pemutihan. Semua wajib 

pajak yang menunggak dalam 

pembayaran pajaknya akan dihapuskan 

dendanya. 
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